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BIDANG .RUKUM KEPIDANAAN 

l!ukum pidana seringkali digunakan un1uk rnenyclcsa.ilcan masalah sosial khususnya 
dalaJn penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah pcrjudian sebagai salah satu bentuk 
pcnyakit lllAS)'arakat, satu bentuk patologi sosial. Pcnegakan hukum pidana untuk 
merumggulangi pcrjudian sebagai perilaku yang mcnyimpang harus terus dilakukan. Hal ini 
sangat beralasan lwcna pcrjudian merupakan ancaman yang nyabl tcrlladap norma-norma 
sosial yang dapat menimbulkan ketcgiuigan individual maupun ketegangan-ketegangan 
sosial. 

Pada hekckatnya perjudian adalah bcrtentangan dcngan agama, kesusilaan dan moral 
Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan ocgara clan ditinjau dari kepentlngan 
nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral clan mental 
masyaraknt teruuuna gener:lSi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial 
yang sulit di tanggulangl dao timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban 
manusia. 

Untuk mcnjaga kctcrtiban dan ketentraman terscbut, hu�-um pidana diharapknn 
difungsikan di samping bukum lainnya yang tcrdapat di dalam masyarnkat Norma liukum 
sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan ynng bcrsifot pemaksa dan dapat 
disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturao lalnnya adalah uotuk 
mcncapai ketertiban dan kcsejahteraa11 dalam masyarakat dan oleh sebab itu pcmbentukan 
penturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar 
di1ujukan untuk kepentingan umum. 

Masa penahanan untulc tiap-ti3p tingkat pcmeriksaan mulai dari pcnyidiluul, 
penuntutan, penundaan, pcmeriksaan di pengadilan dibatasi secara limimtif oleh undang­
undang, Oleh karcna itu petugas melakukan penahanan tidllk dapat secara sewenang-wtoang 
melalrukan penahanan atas lersangka otau tcrdakwa. Jika dipcrluklln untuk pemeriks:ian, 
maka masa penahanan itu dapat dimintakao perpanjangao kepada instansi ttrttntu untuk 
masa terbatas. Selanjutnya proses tcrbadap pelaku tindak pidana perjudian terscbut 
discr:ihkan kcpad<I penuntut umum. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjebskan kebijakan formulasi hukum pidana di 
Indonesia sudah dapat digunakan untulc mengatasi tinda.lc pidana pcrjudian, tapi mengandung 
beberapa kelemahan atau kendala yaitu: W1Sll1' tanpa izin" inilah melekal sifat melawan 
hulrum dari tindak pidana perjudian itu. Artioya tiodanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin 
dari pejobat atau iostansi yang berbak memberi izin, semua perbuatan dalam rumUS30 
tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu lidak dipidllna. 
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Ketentuan ini membuka peluaog ndanya legalisasi perjudinn. Sebab pemiainnn judi bnnya 
bersifnt melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan lanpa izin, dnn 
PertMggungjawaban pidana tentaog tiodak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang 
perorangan (natWTliju persocn) t.idak mcnganut sistcm pertaoggunjawaban yang 
dibebankan kcpada korporasi (rechlpersoonlljkheid). Pcoerapan sanksi pidana terhadap 
pembuat tindak pidana perjudian dengnn sistem minimum umum dan sistem maksimum 
khusus dapat mendistribusikan kekuasaan pcmidanaan lainnya di tiogk.at bawah. Namun 
dengan sistem ini hakim tidalc mcmiliki kebebasan dalam mcnentukan jenis-jenis pidana 
yang sesuai untuk pelalru clan barus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana 
yang telah disediaknn dalam peraturan perundang-undangan terhadap lindak pidana yang 
dilakukan. Penanggulangao tindak pidana perjudian sebagai salah satu bcntuk kejahatan 
kcsusilnan dalain perkcmbangannya lidak dapat ditanggulangi dengnn kcbijakan penal 
semata. Bahwa upaya pcnanggulangan kejabatnn lewat jalur penal lebill menilikberotkan 
pada sifat reprcsif(penindasan atau pemberantasan) sesudah kejabatan terjadi. 
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